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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

PERATURAN DAERAI KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANIG

RETRIBUST PEMAKATAN KEKAVAAN PEMERINTAII DAFRAN

Mlcrimbang | a.

hdemoingar ¢

I

DEMNGAN RATTMAT TUTIAN YANG MATLA E5A

WALIKOTA METRO,

bahwa dengan tefah ferbentuknva Kotar Metro sebagm Dagrah Otlomom,
dalam pemyelengparaan Cronomi Daerah perln menganer pungntan Daerah
sclagai sumber Pendapatan Asli Dacrab yang meiupakan salab satu
penunjang pembangunan Daerah;

. bahwa dalam penvelenpoaraan emerimtahon Lacrah perlo adanva upaya

Pengelolum dan Pemeliharaan terhadap Kekavamn Daerah, baik berupa
bangunan maupun sarana dan fasilitas lainnya;

bahwa berdusarkan perlimbangan sshagaimana dimaksud horod a dan b
serta sesial dengan Pasal 82 aval (2) Undang-umdang Nomor 22 Tahan
1999 dipandamg perlu membenmuk Peraturan Dacrah tontamg  Retrtbusi
Pemakatan Fekoyaan Daerah:

. Undanp-unding MNomor 4% Prp. Tahum 1960 leniang Pamilia Uhusan

Phatang Segara (Lembaren Megara Tahun 1960 MNomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 21045 ;

Undang-imidang Nomor 8 Talwsn 1981 feadang Hukwn  Acara P
{Lembaran Megara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3209

Undang-undang Momor 17 Tabun 1997 tentang Badan Penvelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Megara Tabhun' 1997 MNomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3ngd);

TIndang-undang Womor 12 Tahun 1999 eatang Pembentukan kabupaten
Dar II Way Kanan, Kabupaten Dati [1 Lampung Timur dan Rotmadya
Dan 11 Msztro (Tembaran Negara Tahon 1999 Nomor 46, Tambahan
Lemburan Megara Momar 38253

['ndanmumdane Momor 22 Tahun 1999 fentang Pemerintahan Taerah
{Lombaran Megara Tahun 1999 WNomor 60, Tambahon Lembaran Negara
®oamor 15{?‘;'}:_

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Permmbangan Kenangan
antara Pemeriniah Pusat dan Dasroh {Limbaran MNegara Tahun 1999
biomor 72, Eambahan Lembaran Megara Nomor JHd )
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Perawran  Pomenntah Newmior: 27 Tabun 1233 tenbmg  Pelaksangan

Undmge-undang MNoroor & Tabun 1981 wentane Hukum Acara Thdoana

(T.embaran MNepara Tahue 1983 Nomor 60, Tambahan Tembaran Megara

Somet 3258

4, Peratwuran Pemermidah Momor 235 Tabaon 2000 rentang Kowonangan
Pemerintah dan Kewenanpan Propnst sebaga Dagrah Ctonom (Lembaran
Megrd Talun 2000 Nemer 34, Tambahan Dembarmm ™egama Momet
3953,

9, kepuusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999 rentang Tehnik Ponyusunan

Peraturan Permnndasng-undangan dan Beniuk Rancangan Tlndang-undang,

Rancangim Persturan Pemeiintah dan Rancangan Keputosan Presiden:

140, Peraturan Menteri Dalam Wegen Momer 4 Tahua 1997 tentang Monvidih
Pepawai Negeri Sipl di Lingkungan Pemeriniah Dacrah;

11. Kepamzan Menterd kehakiman ™omer M.04 PW 0703 Tabun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negen Sipil;

Dengan persetujuan
DIEW AN PERWAKIL AN BARY AT NATRAITT KOTA METRO
MEMUTEUSRAN -

PERATUKAN DAERAN KOTA MEITROG JENTANG RETRIBLSL
PEMAKATAN KEKAY AAN FEMERTNT AT DALRAH.

nAan I
EETERIUAN LIMUSD
Pasal 1

Dialamy Peroturan Daevab oo vang dimaksusd dengan

‘. Traerah adalah Dazrah Kota Metro.

b. Pemerintah Degmah adalah Kcpaln Daersh bsserts peramghat Dacrah
LUtomom vang lain schagal Badan Ekskunf Thaerah.

g P11} adalah Dhewan Perwakilan Rakyar Daerah hoota Tietro.

i, Kepala Dacrah adalah Walikota Metro,

i

Pejabat adalah Pogawal vang diber tugas tententn di bidang Retribus
dagiah scsmai denpan Persturan  Pemandang-undangon Dacrdh  yang
kerlak.

[ Unii Pengelola adalabh Saman KegaThnas ferlenfn secars teknis bak
meneeti wdmnestasi, memeithara lerhadap kokaysimn Pemeriniah Dacrah.

I

chavaan Panerintah Dasrah adalah Dangunan, Pemakaian muangan ek
pesta. Pemakaian Kendaraan / Alal-alal Berat milik Pemerntah Dacrah,
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h.  Pemakai / Penyewn adalah sctiap Perorangan dan atau Badun Hukum Organisasi dan
atau Perkumpulan yang mamakail / menyewa tanah, banpunan, pemakaian ruangan untuk
pesta dan kendaraan ¢ alai-alat berat dan dikenakan Retribusi.

i Retnbust adalah Pungutan Daerah ams Jasa Pemakaian / Pemyews sarana milik
Pemerinlah Daenl,

i Kas Dacrah adalzh Kas Daerah Pemertntah Kota Metro.
k., Bank adalah Bank vang ditumjuk Pemenntak Daerah untuk tempat pembayaran Pajak,
BAB IT

NAMA SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retnbusi Pemakatan Kekayaan Daerah, dipungut Refribusi alas penggunaan
alae pemakaian din aliu penyewasn kekavasn milik Pemenntah Daerah,

. Pasal 3

Suhyek Retribusi adalsh setiap Omng, Badan Hukom, Orgamisasi dan atao Kelompok
Perkumpulan vang mengeunakan, memakai'menyewa Kekayaan Pemerintah Daerah,

Obvek Retribusi adalsh Jasa Penggunaan, Pemakaian / Penyewa Sarana / Kekayvaan yang
timiblikr Pemerintah Dacrah,
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Colongan Ketnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk golongan Eetnbusi Jass
Usaha.

. BAB IV

CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan jenis kelavaan
Maerah,

HAB YV

JENIS-JENIS KEKAYAAN
DAN KETENTUAN SEWA MENYEWA
Bagian Pertama
Jenis-jenis Kekayaan
Pasal &

Jenis-jenis Kekayaan Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 2 Pematuran Daerah ini adalah

{1} Banpunan Serba Guna meliputi
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Sessal Agung,

Kolam Renamg.
Stadion (Mah Raga
Gedung OR Jurai Siwo.
Gedung Pernuda.

(2) Bangunan Lain-lain,
(3} Kendaraan/Mobil Ambulance dan atau Jenazah

A < L A o

{4) Alat-alal Beval meliputi :

Motor Walls

Motor Crrader %0 Hp. 88 dan 100 Hp. 80
Tire Roller R — 15 ton

i Wheel Loader 1,0 M3 - _ dan 1,., — 1,5 M3
e. Dump Truck3 - 3,5 ton

[ Wheel Excavalor 0.4 M3

g2 Ceomerete Mixer 250 7.

h. Vibeation Roller 1 Ton, 1 -3 Ton

1.

i

ke

-

Aspalt Spraver 200 1.
Hand Compactor 0 Kg
Bull Dozer 0T,
(3) Eumah Dimnas,
Bagian Kedua
Ketentuan Sewa Menyewa
Pazal 7

(1) Bagi Perorangan dan atau Badan Hukum, Organisasi, Kelompok / Perkumpulan yvang akan
menggunakan, memakai / menyewa Kekayaan Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 4 ayat
(1}, (2}, (3) dim (4) Peraluran Dacrah ini scoara admimistralil (erlebih dabuly mengijukan
Fermohonan kepada Kepala Daerah Cq. Unit Pengelola

(2) Unit Pengelola dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditunjuk kenmdian oleh Kepala Dacrah

{3) Bentuk Permohonan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Fasal 8
Trikecualikan dari ketentuan avat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah ;

a. Dhperuntukkan latihan Kesenian dan Seni Budaya untuk Kepentingan Pemerintah Daerah,
b. Unmuk kegiatan-kegiatan/kepentingan Pemerintah Daerah,

Pasal 9
(1) Bag Pemakaian/Penyewaan Bangunan/Gedung dikenakan Retribusi,
{2) Kcpada PemakaiPenycwa Dangunan berkewajiban :

a. Mematuhi Ketentuan-ketentoan Peraturan Dacrah ini dan ketentuan lain vang berkaitan
dengan pemakaian/penyewaan Kckayaan Pemeerintah Diacrah.
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b, Memelihara kebersihan baik di datam Credung maupun d hingkungan Gedung,

¢ Apabila saat renggunakan Credung/Bangnnan ada Retusakan sarama dan prasarananyva
wajib memperbaiki dan stan menggantinya,

Fasal 10
i 13 Bangunan vang peruntukannya digunakan untuk usaha kantin

(2) lerhadap pemakal vang mengmunakan‘penvews banimnan lin vang dimaksud avat (1)
dikenakan wapb membayar Relribuss

Pasal 11
Terhadap Pemakarvang  menggunakan Jasa KendaraanMfobil Ambulance dan astau hobil
Jenarsh hanys dibchani wembavar Rombusi dalem s bahwe pongguns  Jesa  lidak
mendmgaung resiko atas kemrsakan Kendaraan dan felumas (L

Pasal 12

(1} Seligp Pemalkaan  Alal-alal Berat hepads PemakovPenyewa  dikenakan  Relnbus,
dikecualikan uniuk keperluan Pemermiah Daerab sendin

{2) Selain membavar Rouibuwsi Pemakaian/Sews, kepada PemakaiPemyvews  dihamskan
membavar Jasa PengemudiOlperator

{3) Bahan Taka, O dan Rahar Pelumas lainnya menjadi tanpoung jawab Pernakai TPemyews.
Pasal 13

Malam Pemakaian Alal-alat Berar dan apabila ada kernsakan vang ringan. biayva perbaikan
ditangerung olch Demakan Tanyowa.

Pasal 14
(1) Selams Kendaraan'Alat-alat  Berat  dioperasikan  karena  kerusakan  Derat bag
. FPemakar Penyewa dibebashan dur BetribusiJasa Pengommudi,

() Apahila hal vang dimaksud ayat (1) Pasal imi lerjadi, mika Penvewa alan Pemakai
diwajibkan segera melaporkan kepada Kepala Tlaerah melalut Uhnit Penpelola.

(3) Kojadian scbhapamana dimaksod avat (1) dan ¢ 2) Pasal i haros dibuat Beorita Acara vang
benfuk dan macamnva didslsphen oleh Kepala Dacrah.,
BAB V1

FEREIANMITAN ST.W A MENYEW A
Fasal 15

Setiap Pejabat Dacrah dan atan Pegawal MNepgerl Sipil yang menempati Rumah Dimas Dacrak
milik Pemerintah Dacrah dikenakan Retribusi.
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Pazal 16

(11 Szuap Pemakaian/ Penvewaan kendaraan Alat-zlar Berar harus dibuarkan Surar Perjaniian
BEWI-TETIVEWw,

{2} Bentuh dam macammva sevia wa Sural Perjanpan akan ditentukan oleh Kepala Thacrah.

Pasxal 17

Pada wakiu PenverahanPengambrlan Fendaraan Alat=alat Berat diboalkan Rerita Acara Serah
Torinea, waite Doniik dain itac ainliiva akan diamir Kemad it oleh Kepala Dasvah.

Pasal 18

Alat-alat Berat dimaksudkan Pagal 6 ayal (1) Peralvran Dacrah e tidak dibemarkan
dioperasikan pada MProvek-provek di uar Dacrah tanpa Porsciojuan Bépala Daerah.

BEAB VIL
.' EETENTITANY RETRIRIIST
1"azal 1%

(1) Bagi PemabaiFenvewa kekavaan Pemenintah Thacrah dimaksud Pasal 6 svat {1y (20 {3),
(4} dan (5) Peraturan Dacrah i dikenakan Reoiribasi

(1) Besarnya Retrbusi ditnaksud avar (1) Pasal ini adalah -

I, Bampunan Serba Grond
. Scsgat Apung,
1. Penggunaan Credung pads wakle Siang hari © sam Kali pemakaian dikcnakan
Reimbus Rp 250 (0 - {dua ratus [ima putuh dbn ropiah).
2. Ponpunaan Gedung pada wakty Malan barisata kKall penpounaen dikenakan
Retribusi p. 300000 - {figa ratus tibo rupiah).

. b. Retnbusy dimaksiud angka | hond o tidak ermasok tasilitas pomaniangnyva (s,
somnd system dan dekoran).

[ Bangunan Lain-]am.
Flesarnya wrif
-0 M - 200 dikenakan retribus ashesar B p. 130000 - por halan
=208 - ADMT dikenakan rewibusi sebesar Bp. 20.000.- per bulan.
=300 keatas dikenakan retribusi sehesar Rp. 25000~ per bulan

I Penggunaan kendaraanMobil Ambuiance dan atau Mobal Tenazah -
= Tintek  Pemakatan Kendaraan Moebil Ambulance dan atau Mobil  Tenazah
dikenakan berdasarkan jarak rempuh ; (Km) PP x harga Hahan Hakar,

V. Alat-alat Berat.

g, Adoror Wills.
1} Besarnya sewa adalah sebagm berikut ;
a  Untuk Pekerjaan penperassn jalan ! onderlaay dikenakan refribusi Bp.
| 50,- per A
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b. LUnmk P'ckerjaan stenslaag dan Fenetrasi  dikenakan retmbusi Kp. 200.-
por M°.

¢, Tntuk Pemadatan Jalan dikenakan retribusi Bp. 125.- per M5
2} Tasa Penwemudi / Pemnbaniu Pengernsdi.

4. Uniuk Pekemaan pengerasan jalan'Underlaag, stemlaag, fenetrasi.
«  Pengemudi Rp. 130000 - {(seratus linna pelub ribu rupiah) per K,
= Pembantu Penpemudi Bp. TRED0N- (seranm  ribo mpiah) per Km

b. Unmk Pckerjaan Pemadatan Jalan,
- Pengemuwidi Ep, 1000006, - {seraius  obu maptah) per Km
- Pombanlu Pengemudi  Kp, 60000, {enam pulnh  vibu mepiah) e
Form.

3) Batasan harl kerja adalah sebagai berikol

a.  Unmk Pckegjaan PengerasanOnderlaag 250 WM an
'.' b, Untuk Pekerjaan stenslaae dan fenctrasi 173 8% hani,
¢ Unmuk Pekerjaan Awcas 350 MY har,

1) Apahila pihak penvewa melampay wakin k2ga yang sehagamana dimaksl

avat [3) Pazal od diwajiblan membavar biava keterlambatan  sebesar Rp
25,000 = por hati,

2 Hesarnya sewa dimaksud avat (1) Fasal ma tidak lermasek Mobilisasi,

6) Tala Cara Pemmbavaran dilelapkan oleh Kepala Thciah,

T Setiap Dembavaran Refribusi dan ataw vang  Jasa  Dongemudi Oporstor
tibenkan landa [fukh Pembavaran vang bentok dan macamnya ditetapkan
nteh Kepala Thaerah,

£) Hasil Ponerimaan dan Pelavinan Tase Penpgomudi Pembante Pengemuodi dan

. Crperalor’Pembanty. Operalor alat-alal beral dimaksudban Pasal 6 aval (4)
diherikin uang Jaza Pengemudi Pembantu Pengemndi dan CiperatorPembantn
Crmerater secara Biruitto.

V., Humah Dmas Paerah.

Besamyve Wetribuzr ataz penvakaian Bomah Dinas Dacvale sebapa berdon

- Lokasi di lbakota Matro Ryp. &.000,- per balan
- Lokasi di Thukota Kecamatan Rp. 5.000- per bufan
- Lokast di Desakelurabat Ep. 3.000, - per bularn

Paxmal 20

(1) Guns mclaksanakan wegas Dengololaan Kousngsn den hasil Ponorimasn Pungutan maupun
Penerimaannva, Kepala Unit Pengelola menunjuk  seorang Bendaharawan  Khusus
Penerima.
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{2}y Dalam Penunpuban DBendaharawan Khusus Penerima dimaksod avat (17 Pasal an berlako
pada Tahun Anggaran vang hersanobutan,
Bab WIII
ELTENTUAN PIDANA
I"azal 21
(13 Barang siapa vang melanpper belepionan dielam Pasal 5. 6 dan 15 diancam denaap
Hukuman kurongan selama-lamanya 3 {lige) bulan aan denda scringpi-tinpoisya Bp.
0,000 - (lima puhsdy Al 1111]'11?1]5]._ dempan ridak menchlanokan kewapibannya membavar
fefribusl vane rerdmtang,
(23 Tindak Midans schagaimana dimaksod avat {13 Pasal ind adalah Pélimgaaran.
Poigal 22
Potupae Pelaksama yang dengan sengaja melakukan tindakan vang nyastanyata merugikan

Pemenniah Daviah dan siou Masyorakal, akan diambl ondakan seseai Peratuan Poowndane-
undanman yang herlaku.

BAR IX
PEEYIDIKAK
Pazal 23
{1} Selain olel Pejabatl Pemyvidik Umum yang berlugas menyidik Vindak Pidama Penvidiban
alas Tmdak Prlana scbagaimana ditnaksud dalam Peraturan Tacrah i dapat juea
dilakukan olch ["gjabal enyidik 'cgawal MNeperi Sipil & Hngkungan Pemerimtah Dacrah
vang Pengangkatannys sesuai dengan Peratiran Perundang-undancan yang berlaku

(2} D2alamn melaksanakan mgas Penyidikan Para Pepawad Wegerd Sipil (PENS) sebagaimana
dimaksud avat {13 Pazal ini bermwenang ¢

3. Menerima Faporan atau pengaduan dari sescorang tentanp adanva Tindak Pidsna
Pelanggaran.

b, Melakukan Tindakan pertama pada saat did di tempat kejadian dan melakukan
Pemcriksaan,

€. Memvuruh beriendi seseorang tersangka dan momoriksa anda pengenal dirf Tersangka.
. Melakukan penyitaan benda dan atea Surval dengan Lxin Keta Pongadilan Wegeri,
& Mengambil Sidik Tar dan memotret Torsangka.

[, Mcemanggil orang untuk didengar dan diperikes sebapad teremaka atau sanksi.

1=

Mendatanghan orang ahli vane diperlukan dafam hebimgannva dengan Pemerikeaan
Perkara.
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b
h, Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pemyvedik bahwa
lidak lerdapat cukup bukt ataw perstiva ersebut bukan meiupakan Tindak Pidana dam
selmmjuinya melalul Penvidik memberitabuban hal tersebut kepada Penuntul Ulmuom,
Tersanoka stan Kelyanmanya,
o Menpgadakan tindakam lam menunit Houkom yang dapat dipertangpungjawabkan.
BAB X
KETERTIIAN FENIITIIP

i'azal 24

Denpan borlakunya Perataran Dacealy wi, maka segala kelenluan vang mengalur lal yang
sama dan atau vang berienlangan dengan Peraturan Daeral ind dinvatakan tidak berlaku lagi.

'asal 15

P*claksanaan Peraluran Dasrah ini alan duatur dengan Repurisan Eopala Pracrah,
Pasal 26

Perataran Dacrah ind mulal berlaku pada tanggal dsndangkan,

Agar supava sehap ovng dapat mengetshuinys, memerintabkan pengundangasn
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lombaran Dacrah kota Metro.

Fisahban di ket
Pada tanggal 24 Agustus 2000

FALTRKOTA METRD,

MOZES IIERMAN



